Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A
NOMOR 50 TAHUN 1980
TENTANG
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA
DAN BEKAS MENTERI NEGERA SERTA JANDA/DUDANYA
Presden Republik Indonesia,

bahwa hak keuangan administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara yang
dewasa ini berlaku, dipandang tidak sesual lagi dengan keadaan, oleh sebab itu perlu
disempurnakan;

1. Pasa 5 aya (2) Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3041);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK
KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA DAN BEKAS
MENTERI NEGARA SERTA JANDA/DUDANYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Menteri Negara Republik Indonesia, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut
Menteri Negara, adalah Menteri Koordinator, Menteri, dan Menteri Muda;

Dasaxr Pensun, addah gaji pokok terakhir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

a

b.

C.

berlaku;

Tewasadadah:

1
2.

meningga dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewgjibannya;

meningga dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya,. sehingga
kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjdankan tugas
kewgjibannya;
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(1)
(2

D)

2

3. meningga dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacad jasmani aau cacad
rohani yang didapat dalam dan.karena menjalankan tugas kewsgjibannya;

4. meningga dunia karena perbuatan anasir yang tidek bertanggung jawab ataupun
sebagai akibat tindakan terhadap anagr itu.

Pejabat Negara Eksekutif, addah Presden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Kepada Daerah,

dan Wekil Kepala Dagrah.

BAB II
GAJ POKOK DAN TUNJANGAN

Pasal 2

Kepada Menteri Negara diberikan ggji pokok setiap bulan.
Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetgpkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 3

Selain dari pada gaji pokok sebagaimana dimaeksud ddam Pasal 2, kepada Menteri Negara
diberikan:

atunjangan jabatan;

b.tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;

c.tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetgpkan dengan peraturan perundang-
undangan,

BAB Il
BIAYA PERJALAN, RUMAH JABATAN, DAN KENDARAAN DINAS

Pasal 4

Kepada Menteri Negara yang melakukan perjalan dinas diberikan biaya perjalanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

1)

2

Pasal 5

Kepada masing-masing Menteri Negara disediakan sebuah rumah jabatan milik Negara beserta
perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor milik Negara beserta seorang pengemudinya.

Biaya pemdiharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), ditanggung oleh Negara.
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BAB IV
PERAWATAN KESEHATAN, TUNJANGAN CACAD, UANG MUKA, DAN BIAYA
PEMAKAMAN

Pasal 6

Kepada Menteri Negara yang mengdami kecelakaan dan atau menderita sakit karena dinas diberikan
pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

bagi Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 7
(@) Kepada Menteri Negara yang mengalami kecelakaan sebagaimana dimeksud ddam Pasd 6
yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi ddam semua jabatan Negara karena cacad
jasmani dan atau cacad rohani diberikan tunjangan cacad.

2 Cacad jasmani atau cacad rohani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dengan
surat keterangan Team Penguji Kesehatan.

3 Tunjangan cacad sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan Keputusan Presden
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawa Negeri Sipil.

Pasal 8

(@) Apabila Menteri Negara tewas, maka kepada isteri/suaminya yang sah diberikan uang duka
tewas

2 Apabila Menteri Negara wafat, maka kepada isteri/suaminya yang sah diberikan uang duka
wafat.

3 Besarnya uang duka tewas dan uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
aya (2) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawal
Negeri Sipil.
Pasal 9
Biaya pemakaman bagi Menteri Negara yang meninggal dunia ditanggung oleh Negara

BABV
PENSIUN

Pasal 10

Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensun.
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D)

2

©)

Pesal 11

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasd 10 ditetgpkan berdasarkan lamanya masa jabatan.

Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% (satu persen) dari dasar pensiun untuk tigp-tiap
satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya
6% (enam persen) dan sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.

Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguii
Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi ddam semua jabatan Negara karena keadaan
jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi sebesar
75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.

Pasal 12

Pensiun Menteri Negara diberikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasd 10 dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sgjak yang
bersangkutan berhenti dengan hormet.

D)

2

3

1)

Paal 14

Pembayaran pensiun sebagaimana dimeksud dalam Pasal 13 dihentikan gpabila penerima
pensiun yang bersangkutan :

a menginggal dunig; atau

b. diangkat menjadi Pejabat Negara Eksekutif.

Penghentian pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:

a pada akhir bulan - keempat setelah penerima pensun meninggd dunia;

b. pada bulan berikutnya bekas Menteri Negara diangka menjadi Pgabat Negara
Eksekutif.

Apabila penerima pensun bekas Menteri Negara diangkat menjadi Pejabat Negara Eksekutif
sehagaimana dimeksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari
jabatannya, maka mula buatan berikutnya sgek ia berhenti dengan hormat, kepadanya
diberikan pensun sebagaimana dimaksud ddam Pasal 10 dengan memperhitungkan mesa
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 15

Apabila penerima pensiun bekas Menteri Negara meningga dunia, maka kepada igerinya yang
sah atau suaminya yang sah diberikan pendun janda/duda yang besarnya %2 (setengah) dari
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2

D)

2

3

(4)

pensiun yang diterima terakhir oleh dmarhum suaminya atau almarhumah isterinya

Pensun janda/duda diberikan pula gpabila Menteri Negara meninggal dunia ddam masa
jabatannya.

Apabila Menteri Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tewas maka besarnya pensiun
jandalduda adaah 72% (tujuh puluh dua persen) dari dasar pensiun.

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dibayarkan mula bulan kelima setdlah
Menteri Negarayang bersangktuan meningga dunia.

Pensun janda/duda diberikan dengan surat Keputusan Kepala Badan Adminigras
Kepegawaian Negara atas permintaan janda/duda yang bersangkutan.

Pasal 16
Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensun janda/duda yang
bersangkutan:
a meningga dunia; atau
b. kawin lagi.

Penghentian pembayaran pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
pada bulan berikutnya penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan meninggad dunia atau
kawin lagi.

Pasal 17

Apabila Menteri Negara atau penerima pensun bekas Menteri Negara meninggal dunia
sedangkan ia tidak mempunyal isteri/suami yang berhak menerima pensun janda/duda atau
gpabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggd dunia, maka kepada aneknya
diberikan pensiun anak yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang ditetapkan dengan
surat Keputusan Kepala Badan Administras Kepegawaian Negara.

Y ang.berhak menerima pensiun anak tersebut adaah anak yang
a belum mencapa usa 25 (dua puluh lima) tahun;

b. belum mempunya pekerjaan yang tetap; atau

C. belum pernah kawin.

Pembayaran pensun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :

a mulai bulan kelima setelah Menteri Negaralbekas Menteri Negara meninggal dunia

b. mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Menteri Negara yang bersangkutan meninggd
duniaaau kawin lagi.

Pembayaran pensun anak sebagamana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan mulai bulan
berikutnya anak yang bersangkutan:
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